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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Rumah Sakit 

2.1.1 Pengertian Rumah Sakit 

Menurut  WHO  (World  Health  Organization),  rumah  sakit  adalah  

bagian integral  dari  suatu  organisasi  sosial  dan  kesehatan  dengan  fungsi  

menyediakan pelayanan    paripurna    (komprehensif),    penyembuhan    penyakit    

(kuratif)    dan pencegahan  penyakit  (preventif)  kepada  masyarakat.  Rumah  

sakit  juga  merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian 

medik.  

Berdasarkan  undang-undang  No.  44  Tahun  2009  tentang  rumah  sakit,  

yang dimaksudkan   dengan   rumah   sakit   adalah   institusi   pelayanan   

kesehatan   yang menyelenggarakan    pelayanan    kesehatan    perorangan    

secara    paripurna    yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan 

gawat darurat. 

2.1.2 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 

Rumah   Sakit   mempunyai   misi   memberikan   pelayanan   kesehatan   

yang bermutu   dan   terjangkau   oleh   masyarakat   dalam   rangka   

meningkatkan   derajat kesehatan   masyarakat.   Tugas   rumah   sakit   umum   

adalah   melaksanakan   upaya pelayanan  kesehatan  secara  berdaya  guna  dan  

berhasil  guna  dengan  mengutamakan penyembuhan  dan  pemulihan  yang  

dilaksanakan  secara  serasi  dan  terpadu  dengan peningkatan dan pencegahan 

serta pelaksanaan upaya rujukan.  
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Untuk  menyelenggarakan  fungsinya,  maka  rumah  sakit  menyelenggarakan 

kegiatan: 

a. Pelayanan medis 

b. Pelayanan dan asuhan keperawatan 

c. Pelayanan penunjang medis dan non medis 

d. Pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan 

e. Pendidikan, penelitian dan pengembangan 

f. Administrasi umum dan keuangan. 

Sedangkan  menurut  undang-undang  No.  44  tahun  2009  tentang  rumah  sakit, 

fungsi rumah sakit adalah: 

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit. 

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka 

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pengaplikasian teknologi 

dalam bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan 

dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

2.1.3 Klasifikasi Rumah Sakit 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.340/Menkes/Per/III/2010,    rumah    sakit    dapat    diklasifikasikan    

berdasarkan kepemilikan, jenis pelayanan, dan kelas. 
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1. Berdasarkan kepemilikan 

Rumah   sakit   yang   termasuk   ke   dalam   jenis   ini   adalah   rumah   sakit 

pemerintah  (pusat,  provinsi,  dan  kabupaten),  rumah  sakit  BUMN  (ABRI), 

dan  rumah  sakit  yang  modalnya  dimiliki  oleh  swasta  (BUMS)  ataupun 

Rumah Sakit milik luar negri (PMA). 

2. Berdasarkan jenis pelayanan 

Yang  termasuk  ke  dalam  jenis  ini  adalah  rumah  sakit  umum,  rumah  

sakit jiwa, dan rumah sakit khusus (misalnya rumah sakit jantung, ibu dan 

anak, rumah sakit mata, dan lain-lain). 

3. Berdasarkan kelas 

Rumah  sakit  berdasarkan  kelasnya  dibedakan  atas  rumah  sakit  kelas  A,  

B (pendidikan dan non-pendidikan), kelas C, kelas D. 

a. Rumah   sakit   umum   kelas   A,   adalah   rumah   sakit   umum   yang 

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas dan 

subspesialistik luas. 

b. Rumah   sakit   umum   kelas   B,   adalah   rumah   sakit   umum   yang 

mempunyai   fasilitas   dan   kemampuan   pelayanan   medik   sekurang-

kurangnya sebelas spesialistik dan subspesialistik terbatas. 

c. Rumah   sakit   umum   kelas   C,   adalah   rumah   sakit   umum   yang 

mempunyai  fasilitas  dan  kemampuan  pelayanan  medik  spesialistik 

dasar. 

d. Rumah   sakit   umum   kelas   D,   adalah   rumah   sakit   umum   yang 

mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar. 
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2.2 Sumber Daya Manusia 

2.2.1 Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) 

Werther dan Davis (1996) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah 

“pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi”. 

Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber daya adalah 

kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah 

perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas 

dan kapabilitas hidupnya. 

Sumber daya manusia berkualitas tinggi menurut Ndraha (1999) adalah 

sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif 

tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energy 

tertinggi seperti : intelligence, creativity dan imagination: tidak lagi semata-mata 

menggunakan energi kasar, seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan 

sebagainya. 

Dengan berpegang pada definisi tersebut diatas, kita harus memahami 

bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang 

berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Dengan 

berpegang pada pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia adalah manusia 

bersumber daya dan merupakan kekuatan (power). Pendapat tersebut relevan 

dalam kerangka berpikir bahwa agar menjadi sebuah kekuatan, sumber daya 

manusia harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya.  

2.2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Simamora (1997) manajemen sumber daya manusia adalah 
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pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan 

individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Sedangkan menurut Dessler 

(1997), manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu 

kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek 

“orang” atau sumber daya manusia dari posisi seseorang manajemen, meliputi 

perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. 

Sementara itu, Shuler, et. al. (1992), mengartikan manajemen sumber daya 

manusia (MSDM), merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja 

organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi 

kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan 

kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan 

adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. 

Jadi, MSDM dapat juga merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, 

pengembangan, pemeliharaan serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik 

secara manusia, namun pada hakikatnya ada perbedaan hakiki antara manajemen 

sumber daya manusia dengan manajemen tenaga kerja atau dengan manajemen 

personalia. 

2.2.3 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Cushway (dalam Irianto, 2001), tujuan MSDM meliputi: 

1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk 

memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang termotivasi dan 

berkinerja yang tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan 

dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. 
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2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang 

memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. 

3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, 

khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. 

4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai 

tujuannya. 

5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja 

untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam 

mencapai tujuannya. 

6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. 

7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam 

manajemen SDM.  

2.2.4 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Sri Larasati (2018) dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Sumber Daya manusia, sudah merupakan tugas manajemen SDM untuk 

mengelola manusia (karyawan) seefektif mungkin mungkin agar diperoleh suatu 

satuan SDM yang merasa puas dan dapat memuaskan. Manajemen adapun fungsi-

fungsi manajemen SDM, seperti halnya fungsi manajemen umum, yang meliputi 

yaitu :  

1. Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan (merencanakan kebutuhan tenaga kerja) 

b. Pengorganisasian (mengorganisir semua tenaga kerja) 

c. Pengarahan (mengarahkan semua karyawan) 
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d. Pengendalian (mengendalikan semua karyawan) 

2. Fungsi Operasional 

a. Pengadaan SDM (penarikan-seleksi-orientasi-penempatan) 

b. Pengembangan (pendidikan dan pelatihan) 

c. Kompensasi dan proteksi (upah, intensif, tunjangan, K3) 

d. Pengintergrasian (kepentingan perusahaan + kebutuhan karyawan) 

e. Pemeliharaan (meningkatkan kondisi fisik, mental & loyalitas) 

f. Kedisiplinan (penerapan disiplin karyawan) 

g. Pemberhentian (PHK/putus hubungan kerja karena sebab tertentu) 

2.3 Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit 

IPSRS adalah organisasi dalam rumah sakit yang bersifat teknis dan 

koordinatif yang pelaksanaannya meliputi perbaikan sarana dan peralatan yang 

ada dirumah sakit. Berdasarkan SK Menkes No. 134/Menkes/SK/IV/78 dan 

diperbarui dengan SK Menkes No. 983/Menkes/SK/III/1992 tentang organisasi 

rumah sakit, tugas pengelola disebutkan diatas dilakukan oleh Instalasi 

Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS). IPSRS merupakan unit organisasi 

fungsional dalam rumah sakit yang secara hirarki berada dibawah Direktur rumah 

sakit atau Wakil Direktur Rumah Sakit (Prastowo, 2004). Penyelengaraan 

kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan di rumah sakit sangat ditentukan 

oleh penyediaan fasilitas pelayanan yaitu sarana, prasarana maupun faktor lain. 

Sarana dan prasarana rumah sakit harus diupayakan selalu dalam keaadaan baik 

dan layak pakai untuk menjamin kualitas dan kesinambungan pelayanan 

kesehatan (Prastowo, 2004). Oleh karena itu sangatlah penting adanya 
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pemeliharaan bagi sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit baik medis 

maupun non medis. 

2.4 Beban Kerja 

2.4.1 Pengertian Beban Kerja 

Beban kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan 

oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu. Apabila seorang pekerja 

mampu menyelesaikan dan menyesuaikan diri terhadap sejumlah tugas yang 

diberikan, maka hal tersebut tidak menjadi suatu beban kerja. Namun, jika pekerja 

tidak berhasil maka tugas dan kegiatan tersebut menjadi suatu beban kerja. 

Beban kerja adalah sesuatu yang dirasakan berada di luar kemampuan 

pekerja untuk melakukan pekerjaannya. Kapasitas seseorang yang dibutuhkan 

untuk mengerjakan tugas sesuai dengan harapan (performa harapan) berbeda 

dengan kapasitas yang tersedia pada saat itu (performa aktual). Perbedaan diantara 

keduanya menunjukkan taraf kesukaran tugas yang mencerminkan beban kerja. 

Berdasarkan pengertian yang lain yaitu menurut Menpan (1997), beban 

kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh 

suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. 

Menurut Permendagri (2008), beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus 

dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume 

kerja dan norma waktu. 

2.4.2 Faktor yang mempengaruhi beban kerja 

Menurut Soleman (2011), faktor-faktor yang memengaruhi beban kerja 

adalah sebagai berikut: 
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a. Faktor Eksternal 

1. Tugas (Task) 

Meliputi tugas bersifat seperti, stasiun kerja, tata ruang tempat kerja, 

kondisi ruang kerja, kondisi lingkungan kerja, sikap kerja, cara angkut, 

beban yang diangkat. Sedangkan tugas yang bersifat mental meliputi, 

tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, emosi pekerjaan dan sebagainya.  

2. Organisasi kerja 

Meliputi lamanya waktu kerja, waktu istirahat, shift kerja, sistem kerja dan 

sebagainya. 

3. Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja dapat memberikan beban tambahan yang meliputi, 

lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja biologis dan lingkungan kerja 

psikologis. 

b. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh akibat dari reaksi 

beban kerja eksternal yang berpotensi sebagai stresor, meliputi faktor somatis 

(jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan, dan 

sebagainya), dan faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, 

kepuasan, dan sebagainya). 

2.4.3 Dampak Beban Kerja 

Beban kerja yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan dampak yang tidak 

baik, yaitu akan menimbulkan kelelahan baik secara fisik maupun mental dan 

reaksi-reaksi emosional seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan mudah 
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marah. Sedangkan beban kerja yang terlalu sedikit dimana pekerjaan yang terjadi 

karena pengurangan gerak akan menimbulkan kebosanan. Rasa bosan dalam kerja 

yang dilakukan atau pekerjaan yang terlalu sedikit mengakibatkan kurangnya 

perhatian pada pekerjaan sehingga secara potensial membahayakan pekerja 

(Manuaba, dalam Prihatini 2007). Beban kerja juga dapat menimbulkan dampak 

negatif bagi karyawan, dampak negatif tersebut dapat berupa: 

1. Kualitas kerja menurun 

Beban kerja yang terlalu berat tidak diimbangi dengan kemampuan tenaga 

kerja kelebihan beban kerja akan mengakibatkan menurunnya kualitas kerja  

akibat dari kelelahan fisik dan turunnya konsentrasi, pengawasan diri,akurasi 

kerja sehingga kerja tidak sesuai dengan standar. 

2. Keluhan pelanggan 

Keluhan pelanggan timbul karena hasil kerja yaitu karena pelayanan yang 

diterima tidak sesuai dengan harapan. Seperti harus menunggu lama, hasil 

layanan yang tidak memuaskan. 

3. Kenaikan tingkat absensi 

Beban kerja yang terlalu banyak bisa juga mengakibatkan pegawai terlalu lelah 

atau sakit. Hal ini berakibat buruk bagi kelancaran kerja organisasi karena 

tingkat absensi terlalu tinggi, sehingga dapat mempengaruhi kinerja organisasi 

secara keseluruhan. 

2.4.4 Pengukuran Beban Kerja 

Pengukuran kerja dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat 

efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan banyaknya pekerjaan yang 
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harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun (Muskamal, 2010). Pengukuran 

beban kerja telah digolongkan secara garis besar ada tiga kategori pengukuran 

beban kerja. Tiga kategori tersebut yaitu: 

1. Pengukuran Subjektif, yakni pengukuran yang didasarkan kepada penilaian dan 

pelaporan oleh pekerja terhadap beban kerja yang dirasakan dalam 

menyelesaikan suatu tugas. Pengukuran jenis ini pada umumnya menggunakan 

skala penilaian (rating scale). 

2. Pengukuran kinerja, yaitu pengukuran yang diperoleh melalui pengamatan 

terhadap aspek-aspek perilaku/aktivitas yang ditampilkan oleh pekerja. Salah 

satu jenis dalam pengukuran kinerja adalah pengukuran kinerja yang diukur 

berdasarkan waktu. Pengukuran kinerja dengan menggunakan waktu 

merupakan suatu metode untuk mengetahui waktu penyelesaian suatu 

pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja yang memiliki kualifikasi tertentu, di 

dalam suasana kerja yang telah ditentukan serta dikerjakan dengan suatu tempo 

kerja tertentu. 

3. Pengukuran fisiologis, yaitu pengukuran yang mengukur tingkat beban kerja 

dengan mengetahui suatu tugas/pekerjaan tertentu. Pengukuran yang dilakukan 

biasanya pada refleks pupil, pergerakan mata, aktivitas otot dan respon-respon 

tubuh lainnya. 

2.4.5 Manfaat Pengukuran Beban Kerja 

Pengukuran beban kerja memberikan beberapa keuntungan bagi organisasi. 

Cain (2007) menjelaskan bahwa alasan yang sangat mendasar dalam mengukur 

beban kerja adalah untuk mengkuan-tifikasi biaya mental (mental cost) yang harus 
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dikeluarkan dalam melakukan suatu pekerjaan agar dapat memprediksi kinerja 

sistem dan pekerja. Tujuan akhir dari langkah-langkah tersebut adalah untuk 

meningkatkan kondisi kerja, memperbaiki desain lingkungan kerja ataupun 

menghasilkan prosedur kerja yang lebih efektif. Menurut Muskamal (2010), 

dijelaskan bahwa dalam melakukan pengukuran beban kerja dapat memberikan 

beberapa manfaat kepada organisasi, yakni: 

1. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi 

2. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit 

3. Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja 

4. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan 

5. Penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar 

susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural 

6. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja 

organisasi 

7. Program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan 

8. Program promosi pegawai 

9. Reward and punishment terhadap unit atau pejabat 

10. Bahan penetapan kebijakan bagi pemimpin dalam rangka peningkatan 

pendayagunaan sumber daya manusia. 

2.5 Metode Workload Indicator Staff Need (WISN)  

Metode perhitungan kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja 

menggunakan Workload Indicator Staff Need (WISN) menurut Kepmenkes No. 

81 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan 
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adalah suatu metode perhitungan kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan pada 

beban pekerjaan nyata yang dilaksanakan oleh tiap kategori SDM kesehatan pada 

tiap unit kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Kelebihan metode ini mudah 

dioperasikan, mudah digunakan, secara teknis mudah diterapkan, komprehensif 

dan realistis. Perhitungan kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja menurut 

metode WISN ini memiliki 5 langkah dalam perhitungannya, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan waktu kerja tersedia 

2. Menetapkan unit kerja dan kategori SDM 

3. Menyusun standar beban kerja 

4. Menyusun standar kelonggaran 

5. Perhitungan kebutuhan per unit kerja 

Metode WISN ini dapat digunakan di rumah sakit, puskesmas dan sarana 

kesehatan lainnya, atau bahkan dapat digunakan untuk kebutuhan tenaga di 

Kantor Dinas Kesehatan.  

2.6 Perhitungan kebutuhan tenaga menurut metode WISN di rumah sakit 

Perhitungan kebutuhan tenaga menurut metode WISN di rumah sakit 

menurut Permenkes No. 81 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan 

Perencanaan SDM Kesehatan meliputi lima langkah, yaitu: 

1. Menetapkan waktu kerja tersedia 

Menetapkan waktu kerja tersedia tujuannya adalah diperolehnya waktu 

kerja tersedia masing-masing kategori SDM yang bekerja di rumah sakit 
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selama kurun waktu satu tahun. Data yang dibutuhkan untuk menetapkan 

waktu kerja tersedia adalah sebagai berikut: 

a. Hari kerja, sesuai ketentuan yang berlaku di RS atau Peraturan Daerah 

setempat, pada umumnya dalam 1 minggu 5 hari kerja. Dalam 1 tahun 250 

hari kerja (5 hari x 50 minggu).  

b. Cuti tahunan, sesuai ketentuan setiap SDM memiliki hak cuti 12 hari kerja 

setiap tahun. 

c. Pendidikan dan pelatihan, sesuai ketentuan yang berlaku di RS untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kompetensi/profesionalisme setiap 

kategori SDM memiliki hak untuk mengikuti 

pelatihan/kursus/seminar/lokakarya dalam 6 hari kerja. 

d. Hari Libur Nasional, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Terkait 

tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, tahun 2002-2003 ditetapkan 

15 hari kerja dan 4 hari kerja untuk cuti bersama. 

e. Ketidak hadiran kerja, sesuai data rata-rata ketidak hadiran kerja (selama 

kurun waktu 1 tahun) karena alasan sakit, tidak masuk dengan atau tanpa 

pemberitahuan/ijin. 

f. Waktu kerja, sesuai ketentuan yang berlaku di RS atau Peraturan Daerah, 

pada umumnya waktu kerja dalam 1 hari adalah 8 jam (5 hari 

kerja/minggu). 

Berdasarkan data tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan untuk 

menetapkan waktu tersedia dengan rumus sebagai berikut : 

 Waktu Kerja Tersedia = {A – (B+C+D+E)} X F 
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Keterangan : 

A = Hari Kerja 

B = Cuti Tahunan 

C = Pendidikan dan Pelatihan 

D = Hari Libur Nasional 

E = Ketidak Hadiran Kerja 

F = Waktu Kerja 

Apabila ditemukan adanya perbedaan rata-rata ketidak hadiran kerja atau RS 

menetapkan kebijakan untuk kategori SDM tertentu dapat mengikuti 

pendidikan dan pelatihan lebih lama di banding kategori SDM lainnya, maka 

perhitungan waktu kerja tersedia dapat dilakukan perhitungan menurut kategori 

SDM.  

2. Menetapkan Unit Kerja dan Kategori SDM 

Menetapkan unit kerja dan kategori SDM tujuannya adalah diperolehnya 

unit kerja dan kategori SDM yang bertanggung jawab dalam 

menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan pada pasien, 

keluarga dan masyarakat di dalam dan di luar RS. Data dan informasi yang 

dibutuhkan untuk penetapan unit kerja dan kategori SDM adalah sebagai 

berikut : 

a. Bagan Struktur Organisasi RS dan uraian tugas pokok dan fungsi masing-

masing unit dan sub-unit kerja. 
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b. Keputusan Direktur RS tentang pembentukan unit kerja struktural dan 

fungsional, misalnya: Komite Medik, Komite Pengendalian Mutu RS. 

Bidang/Bagian Informasi. 

c. Data pegawai berdasarkan pendidikan yang bekerja pada tiap unit kerja di 

RS. 

d. PP 32 tahun 1996 tentang SDM kesehatan. 

e. Peraturan perundang undangan berkaitan dengan jabatan fungsional SDM 

kesehatan. 

f. Standar profesi, standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) pada tiap unit kerja RS. 

1) Analisa Organisasi 

Fungsi utama rumah sakit adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

yang mengutamakan pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan 

kesehatan kuratif, rehabilitatif secara serasi dan terpadu dengan pelayanan 

preventif dan promotif. 

Berdasarkan fungsi utama tersebut, unit kerja RS dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

1. Unit Kerja Fungsional Langsung, adalah unit dan sub-unit kerja yang 

langsung terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan 

di dalam dan di luar RS, misalnya : Intalasi Rawat Inap, Intalasi Rawat 

Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, 

Instalasi Farmasi/Apotik, Unit Pelayanan Home Care dll. 
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2. Unit Kerja Fungsional Penunjang, adalah unit dan sub-unit kerja yang tidak 

langsung berkaitan dengan penyelenggaraan : 

a. Pelayanan kesehatan perorangan di RS, misalnya: Instalasi Tata Usaha 

Rawat Inap/Rawat Jalan, Intalasi Pemeliharaan Sarana RS. 

b. Pelayanan kesehatan Promotif di dalam dan diluar RS, misalnya: Unit 

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM-RS). 

Apabila ditemukan unit atau sub-unit kerja fungsional yang belum diatur 

atau ditetapkan oleh Direktur, Depkes, Pemda (Pemilik RS) perlu ditelaah 

terlebih dahulu sebelum disepakati ditetapkan keberadaanya. Selanjutnya 

apakah fungsi, kegiatan-kegiatannya dapat digabung atau menjadi bagian unit 

kerja yang telah ada. Setelah unit kerja dan sub unit kerja di RS telah 

ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menetapkan kategori SDM sesuai 

kompetensi atau pendidikan untuk menjamin mutu, efisensi dan akuntabilitas 

pelaksanaan kegiatan/pelayanan di tiap unit kerja RS. Data kepegawaian, 

standar profesi, standar pelayanan, fakta dan pengalaman yang dimiliki oleh 

penanggung jawab unit kerja adalah sangat membantu proses penetapan 

kategori SDM di tiap unit kerja di RS. 

Untuk menghindari hambatan atau kesulitan perhitungan kebutuhan 

SDM berdasarkan beban kerja, sebaiknya tidak menggunakan metode analisis 

jabatan untuk menetapkan kategori SDM sesuai kompetensi yang 

dipersyaratkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan / kegiatan di tiap unit 

kerja RS. 

3. Menyusun standar beban kerja 
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Standar beban kerja adalah volume/kuantitas beban kerja selama 1 tahun 

per kategori SDM. Standar beban kerja untuk suatu kegiatan pokok disusun 

berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya (rata-rata waktu) 

dan waktu yang tersedia per-tahun yang dimiliki oleh masing-masing kategori 

tenaga. 

Pelayanan kesehatan di RS bersifat individual, spesifik dan unik sesuai 

karateristik pasien (umur, jenis kelamin), jenis dan berat ringannya penyakit, 

ada tidaknya komplikasi. Disamping itu harus mengacu pada standar pelayanan 

dan standar operasional prosedur (SOP) serta penggunaan teknologi kedokteran 

dan prasarana yang tersedia secara tepat guna. Oleh karena itu pelayanan 

kesehatan RS membutuhkan SDM yang memiliki berbagai jenis kompetensi, 

jumlah dan distribusinya tiap unit kerja sesuai beban kerja. 

Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menetapkan beban kerja masing-

masing kategori SDM utamanya adalah sebagai berikut : 

1. Kategori SDM yang bekerja pada tiap unit kerja RS sebagaimana hasil yang 

telah ditetapkan pada langkah kedua. 

2. Standar profesi, standar pelayanan yang berlaku di RS. 

3. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh tiap kategori SDM untuk 

melaksanakan/menyelesaikan berbagai pelayanan RS. 

4. Data dan informasi kegiatan pelayanan pada tiap unit kerja RS. 

Beban kerja masing-masing kategori SDM di tiap unit kerja RS adalah 

meliputi: 

1. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh masing-masing kategori SDM. 
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2. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap kegiatan pokok. 

3. Standar beban kerja per 1 tahun masing-masing kategori SDM 

2) Kegiatan Pokok 

Kegiatan pokok adalah kumpulan berbagai jenis kegiatan sesuai standar 

pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) untuk menghasilkan 

pelayanan kesehatan/medik yang dilaksanakan oleh SDM kesehatan dengan 

kompetensi tertentu. Langkah selanjutnya untuk memudahkan dalam 

menetapkan beban kerja masing-masing kategori SDM, perlu disusun kegiatan 

pokok serta jenis kegiatan pelayanan, yang berkaitan langsung/ tidak langsung 

dengan pelayanan kesehatan perorangan. 

3) Rata-rata Waktu 

Rata-rata waktu adalah suatu waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan suatu kegiatan pokok, oleh masing-masing kategori SDM pada 

tiap unit kerja. Kebutuhan waktu untuk menyelesaiakan kegiatan sangat 

bervariasi dan dipengaruhi standar pelayanan, standar operasional prosedur 

(SOP), sarana dan prasarana medik yang tersedia serta kompetensi SDM. 

Rata-rata waktu ditetapkan berdasarkan pengamatan dan pengalaman 

selama bekerja dan kesepakatan bersama. Agar diperoleh data rata-rata waktu 

yang cukup akurat dan dapat dijadikan acuan, sebaiknya ditetapkan 

berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap kegiatan pokok 

oleh SDM yang memiliki kompetensi, kegiatan pelaksanaan standar pelayanan, 

standar operasional prosedur (SOP) dan memiliki etos kerja yang baik. 

Secara bertahap RS dapat melakukan studi secara intensif untuk 



29 
 

 
 

menyusun standar waktu yang dibutuhkan menyelesaikan tiap kegiatan oleh 

masing-masing kategori SDM. 

4) Standar Beban Kerja 

Standar beban kerja adalah volume/kuantitas beban kerja selama 1 tahun 

pe kategori SDM. Standar beban kerja untuk suatu kegiatan pokok disusun 

berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaiakan nya (waktu rata-

rata) dan waktu kerja tersedia yang dimiliki oleh masing-masing kategori 

SDM. 

Adapun rumus perhitungan standar beban kerja adalah sebagai berikut: 

 

 

4. Penyusunan Standar Kelonggaran 

Penyusunan standar kelonggaran tujuannya adalah diperolehnya faktor 

kelonggaran tiap kategori SDM meliputi jenis kegiatan dan kebutuhan waktu 

untuk menyelesaiakan suatu kegiatan yang tidak terkait langsung atau 

dipengaruhi tinggi rendahnya kualitas atau jumlah kegiatan pokok/pelayanan. 

Penyusunan faktor kelonggaran dapat dilaksanakan melalui pengamatan dan 

wawancara kepada tiap kategori tentang : 

1. Kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan pada 

pasien, misalnya ; rapat, penyusunan laporan kegiatan, menyusun kebutuhan 

obat/bahan habis pakai. 

2. Frekuensi kegiatan dalam suatu hari, minggu, bulan 

3. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 =  
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑛 − 𝐾𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘
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Selama pengumpulan data kegiatan penyusunan standar beban kerja, 

sebaiknya mulai dilakukan pencatatan tersendiri apabila ditemukan kegiatan 

yang tidak dapat dikelompokkan atau sulit dihitung beban kerjanya karena 

tidak/kurang berkaitan dengan pelayanan pada pasien untuk selanjutnya 

digunakan sebagai sumber data penyusunan faktor kelonggaran tiap kategori 

SDM. Setelah faktor kelonggaran tiap kategori SDM diperoleh, langkah 

selanjutnya adalah menyusun Standar Kelonggaran dengan melakukan 

perhitungan berdasarkan rumus di bawah ini. 

 

 

5. Perhitungan Kebutuhan SDM Per Unit Kerja 

Perhitungan kebutuhan SDM per unit kerja tujuannya adalah 

diperolehnya jumlah dan jenis/kategori SDM per unit kerja sesuai beban kerja 

selama 1 tahun. Sumber data yang dibutuhkan untuk perhitungan kebutuhan 

SDM per unit kerja meliputi : 

1. Data yang diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya yaitu: 

a. Waktu kerja tersedia 

b. Standar beban kerja 

c. Standar kelonggaran masing-masing kategori SDM 

2. Kuantitas kegiatan pokok tiap unit kerja selama kurun waktu satu tahun 

Kuantitas kegiatan pokok disusun berdasarkan berbagai data kegiatan 

pelayanan yang telah dilaksanakan di tiap unit kerja RS selama kurun waktu 

satu tahun. Kuantitas kegiatan pelayanan Instalasi Rawat Jalan dapat 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐾𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 =  
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎
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diperoleh dari laporan kegiatan RS (SP2RS), untuk mendapatkan data 

kegiatan tindakan medik yang dilaksanakan di tiap poli rawat jalan perlu 

dilengkapi data dari Buku Register yang tersedia disetiap poli rawat jalan. 

Pada umumnya data kegiatan rawat jalan tersedia dan mudah 

diperoleh, namun apabila data hanya tersedia 7 bulan, maka data kuantitas 

kegiatan pokok 5 bulan berikutnya ditetapkan berdasarkan angka rata-rata 

kegiatan pokok selama 7 bulan (ekstrapolasi). 

1) Kebutuhan SDM 

Data yang sudah diperoleh sebelumnya merupakan sumber data untuk 

perhitungan kebutuhan SDM di setiap instalasi dan unit kerja menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑆𝐷𝑀 =  
𝐾𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
 +  𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐾𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 


